BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 22  TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASL KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

Menimbang :a. bahwa dengan adanya beberapa perubahan dalam Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Perusahaan Dacrah Ancka Usaha, serta jenis usahanya, maka
dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Jepara Nomor 164
Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok Dan
Fungsi Perusahaan Dacrah Aneka Usaha Kabupaten Jepara, dan Keputusan
Bupati Jepara Nomor 172 Tahun 2004 Tentang Penetapan Unit-Unit Usaha
Perusahaan Daerah Ancka Usaha Kabupaten Jepara untuk disesuaikan.

b. bahwa berdasarkan ketentuan scbagaimana dimaksud huruf a perlu
menectapkan Peraturan Bupati Jepara Tentang Susunan Organisasi,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perusahaan Daerah Anecka Usaha
Kabupaten Jepara.

: 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah :

2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387 ) ;

3. Undang — Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang — undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan [.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;

4. Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang — Undang Nomor 12 Tahun
2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang — Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintah Dacrah ( Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 4844 ) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara
Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Dilingkungan Pemcrintah
Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang
Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perusahaan
Daerah Ancka Usaha Kabupaten Jepara ( Lembaran Daerah Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Dacrah Nomor 5 ).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN -BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERUSAHAAN
DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN JEPARA.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Usaha adalah Perusahaan Daerah Ancka Usaha Kabupaten Jepara.

5. Pengurus adalah Badan Pengawas dan Dircksi Perusda Ancka Usaha

6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusda Aneka Usaha

7. Direksi adalah Direksi Perusda Aneka Usaha

8. Satuan Pengawas Intern yang sclanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Intern
( SPI ) Perusda Aneka Usaha.

9. Bagian adalah unsur pelaksana Perusda Anecka Usaha yang meclaksanakan kewenangan
dibidang Keuangan, Akuntansi, Umum dan Kepegawaian serta Produksi dan Pemasaran.
10. Unit adalah Unit Usaha Perusda Aneka Usaha vyang melaksanakan kewenangan

dibidang Usaha.

BAB Il

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

(1) Perusda Ancka Usaha adalah Badan Usaha milik daerah yang didirikan berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perusahaan Daecrah Aneka Usaha

Kabupaten Jepara.

(2) Perusda Aneka Usaha dipimpin olch Dircksi yang berada dibawah pengawasan Badan
Pengawas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok Dan Fungsi
Pasal 3

Perusda Ancka Usaha mempunyai tugas menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum untuk
mendapatkan keuntungan, serta mendorong perkembangan sektor perekonomian Daerah.



Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perusda Ancka Usaha
mempunyai fungsi :

a. Pengembangan dan peningkatan pelayanan, perdagangan barang dan jasa ;

b. Penyclarasan mutu dan produksi dengan kondisi pasar ;

c. Pengembangan jenis usaha yang sesuai, guna peningkatan Perusahaan ;

BAB 1M
ORGANISASI

Bagian Pertama
S =i w7

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Perusda Ancka Usaha terdiri dari :
a. Badan Pengawas
b. Dircksi, terdiri dari :
1) Direktur Utama
2) Direktur Umum
3) Direktur Produksi dan Pemasaran
c. Satuan Pengawas Intern ( SPI )
d. Bagian — Bagian, terdiri dari :

(2) Bagan Susunan Organisasi Perusda Ancka Usaha scbagaimana dimaksud ayat (1) tercantum
(3) Smm&pﬂmiﬁm?mwuinm{ﬂl}ﬂwmdmumﬂnhdim
lebih lanjut dengan Peraturan Dircksi setelah mendapat persctujuan Badan Pengawas.
Bagian Kedua
Badan Pengawas
Pasal 6

(1) Badan Pengawas mempunyai tugas :
a. Mengawasi kegiatan Operasional Perusda Ancka Usaha ;
b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan
pemberhentian Direksi ;



d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan Neraca dan Perhitungan
_ Laba/ Rugi ;
e. Memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perusda Aneka Usaha.

(ZJUMMmBummMWMWM
Keputusan Bupati.

2) Pertanggung jawaban keuangan
3) Smm&mmﬂmmelnm{SPleﬂamdem-Um
4) Ketentuan Gaji Pokok Pegawai
5) Perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atsu pinjaman yang dapat berakibat
berubahnya asset dan atau yang dapat berakibat membebani Anggaran
6) Memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau
tak bergerak
7) Penyertaan Modal dalam Perusahaan lain
c. Pewmdml‘uwﬂunnpmmnl
Bagian Ketiga
Direktur Utama

Pasal 8

a Wuwmmﬂmmwuwmmum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan ini;

b. Menjabarkan kebijakan Bupati dalam kegiatan persusahaan;

c wmmmwm&uﬂm

Pasal 9

Unmkmchkmtmmpswmdhmkmmruﬂ!mmhwﬁmummﬂi

fungsi :
a mmmmmmum

b. Pengendalian semua kegiatan Perusda Ancka Usaha.

Bagian Keempat
Direktur Umum

Pasal 10
MUMWMMMMMUMMMMM

mmycww&mmmhm:mlmmmhmdmtﬂa
usaha serta kepegawaian dilingkungan Perusda Aneka Usaha.
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Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Direktur Umum mempunyai
fungsi :
a. Koordinasi kegiatan penyelenggaraan tata usaha, urusan rumah tangga dan pengelolaaan asset

b. Koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaaan keuangan;
¢. Koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaaan akuntansi;
¢. Perumusan saran untuk bahan kebijakan pimpinan dibidangnya;
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dircktur Utama.

Bagian Kelima
Direktur Produksi dan Pemasaran

Pasal 12

Direktur Produksi dan Pemasaran mempunyai tugas membantu Direktur Utama dibidang

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dircktur Produksi dan
Pemasaran mempunyai fungsi :

Koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan pemasaran.

Perumusan saran untuk bahan kebijakan pimpinan dibidangnya.

Pelaksanaan tugas — tugas lain yang diberikan Direktur Utama.

Bagian Keenam
Satuan Pengawas Intern ( SP1)

poop

Pasal 14

SPl adalah unsur pelaksana Perusda Ancka Usaha Kabupaten Jepara dibidang pengawasan
wmwommmmmammwgmm

Pasal 15

SPI mempunyai tugas melaksanakan Pengawasan Intern atas kegiatan-kegiatan di Bagian-Bagian
dan Unit-Unit Perusda Aneka Usaha.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, SPI mempunyai fungsi :

LWmmmmmmmmmem
serta pengawasan keamanan dan ketertiban Bagian-Bagian dan Unit-Unit Perusda
Ancka Usaha;

b. wmmmmmmmmmmmﬁ
Unit Perusda Aneka Usaha:
Bagian-Bagian dan Unit-Unit Perusda Aneka Usaha;



d. Pelaksanaan supervisi antar unit usaha;

e. Pelaksanaan supervisi atas agunan-agunan dan jaminan yang diberikan Perusda
Aneka Usaha;

f. Pemberian saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang
perlu diambil dibidang tugas masing-masing struktur;

g Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dircksi sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bagian Umum

Pasal 17



I i
WWMNMWMMMM

i
mﬂ "F Suksi

Pasal 23

Bagian Produksi adalah unsur pelaksana

Perusda

Bag . - - Ancka Usaha dibidang Produksi yang dipimpin
scorang Kepala berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dircktur Produksi dan

Bagian Kesepuluh
Bagian Pemasaran
Pasal 26
Bagian Pemasaran
WMMMWMPMMUH&M‘ Pemasaran
mmm&mmwmmmﬂ



d. Pelaksanasan managemen internal dibidangnya:

e. Penyusunan laporan dan pertanggung jawaban;

f. Perumusan saran untuk bahan kebijakan pimpinan dibidangnya;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Dircksi sesuai tugas dan fungsinya;

Bagian Kescbelas
Unit Perdagangan Umum

Pasal 29

Unit Perdagangan Umum adalah unsur pelaksana Perusda Ancka Usaha dibidang usaha
Perdagangan Umum yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Dircktur Utama.

Pasal 30

Unit Perdagangan Umum mempunyai tugas membantu Dircksi dalam melaksanakan kewenangan
kegiatan dibidang usaha Perdagangan Umum.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas schagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Unit Perdagangan Umum
mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi dibidangnya;
b. Penyelesaian administrasi umum, kepegawaian dan barang;

¢. Operasional produksi;

d. Pemasaran dan pelaksanaan penjualan barang dagangan dan hasil produksi;
e. Pendistribusian hasil produksi;

f. Perawatan assct;

g. Pengelolaan urusan keuangan dan penagihan;

h. Pengawasan dan koordinasi semua kegiatan dibidangnya;

i. Pelaporan dan pengelolaan data dibidangnya;

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Direksi sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keduabelas
Unit Perkreditan
Pasal 32

Unit Perkreditan adalah unsur pelaksana Perusda Ancka Usaha dibidang simpan pinjam, yang
Wmmwmmmmmmmmm
tama.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Unit Perkreditan mempunyai
fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi dibidangnya;

b. Penghimpunan dana penyertaan modal dari masyarakat;

c. Pengelolaan modal pemerintah dan masyarakat;




d. Pengembangan pemasaran dan peningkatan kredit;

¢. Penyelesaian urusan umum, kepcgawaian dan keuangan;

f. Pelaporan dan penyelesaian permasalahan kredit;

g Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Dircksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketigabelas
Unit Agribisnis

Pasal 35

Unit Agribisnis adalah unsur pelaksana Perusda Ancka Usaha dibidang Agribisnis yang dipimpin
oleh seorang Kcpala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direksi.

Pasal 36

Unit Agribisnis mempunyai tugas membantu Direksi dalam melaksanakan kewenangan kegiatan
dibidang usaha pertanian, perkebunan, petcrnakan dan perikanan.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Unit Agribisnis mempunyai
fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi dibidangnya:

b. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, penyajian data dan evaluasi;

c. Pengelolaan usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;

d. Pengelolaan usaha pasca panen;

c. Pehkmpmgkqmpummmmm&hdmnmm

hl’umlﬂ:mchnpmmhmlpmduks

i. Pelaksanaan rehabilitasi, perlindungan dan pemberdayaan lahan;

j. Pencegahan dan penanggulangan hama penyakit;

k. Pengkajian, penyediaan dan penggunaan bibit unggul;

|. Penyelesaian administrasi keuangan dan pelaporan;

m. Pengawasan, pengamanan wilayah kerja dan koordinasi semua kegiatan dibidangnya;
n. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga;

o. Koordinasi kegiatan dibidangnya;

p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Direksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempatbelas
Unit Jasa
Pasal 38

Unit Jasa adalah unsur pelaksana Perusda Ancka Usaha dibidang Usaha Jasa yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Dircktur Utama.

Pasal 39

Unit Jasa mempunyai tugas membantu Direksi dalam melaksanakan kewenangan usaha dibidang

Jasa.



Pasal 40
WM'MMMWMMS? Unit Jasa mempunyai fungsi

a. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi dibidangnya;

b. Pengelolaan kegiatan usaha dibidangnya;

¢. Pelaksanaan administrasi umum, keuangan, barang dan jasa;

d. Pelaksanaan pemasaran, penjualan barang dan jasa;

e. Pengawasan dan koordinasi semua kegiatan dibidangnya;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Direksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelimabel
Unit Energi Dan Sumber Daya Mineral ( ESDM )

Pasal 41

Unit Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) adalah unsur pelaksana Perusda Ancka Usaha
dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 42

Unit Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) mempunyai tugas membantu Direksi dalam
melaksanakan kewenangan kegiatan dibidang usaha energi dan sumber daya mineral.

Pasal 43

Untuk melaksankan tugas scbagaimana dimaksud Pasal 42, Unit Energi dan Sumber Daya
Mineral ( ESDM ) mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi dibidangnya;

b. Penyelesaian administrasi umum, kepegawaian dan barang;

¢. Pengadaan barang dan jasa;

d. Produksi hasil tambang;

e. Pemasaran dan pendistribusian komoditi Energi dan Sumber Daya Mineral;

f. Perawatan asset;

g. Pengelolaan urusan keuangan:

h. Pelaporan dan pengelolaan data dibidangnya;

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 44

(1) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui mekanisme
sesuai peraturan perundang-undangan yvang berlaku.

(2) Kepala Bagian dan Kepala Unit dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada



Pasal 45

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas, Dircksi, Kepala Bagian, Kepala Unit
Satuan Pengawas Intern ( SPI ) menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan si
baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar lembaga lain sesuai

(2) Sctiap pimpinan dalam satuan organisasi bertanggung jawab memimpin
tehnis bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 46

i

i

(1) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib melaksanakan tugas dan fungsinya serta
2) Sculphpmmymgdnmmnulehpunpmmmmmdmm-dmhhdm
dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta bahan pengambilan

A A TR T

Pasal 47

(1) Dalam hal Direktur Utama berhalangan tugas-tugasnya dilaksanakan oleh seorang Direktur
mwwmummﬁmﬁmm

(2) mmwmm:vmbuiﬂmmwmdﬂﬁmohhm
diangkatnya Direktur Utama difinitif.

{3}Da1unhalDimkﬂrUmmndlnmuDimkumedﬂsidembﬁuhngm
pelaksanaan tugasnya diatur oleh Direktur Utama.

Pasal 48

(1) Dalam hal Kepala Bagian, Kepala Unit berhalangan tugas, maka tugasnya dilaksanakan oleh
mﬁﬂmWﬁWde&MUm

{z;mmmmwummmwmm

Pasal 49

(1) Dalam hal pelaksanaan kerjasama dengan Pihak Ketiga, Kepala Bagian dan Kepala Unit
wajib mengkonsultasikan pada Direksi.

2) Mmsmmmkmmhmmkcﬁmdmpﬂukkﬂip
lllwmpujuﬂimkedmdﬁmﬁhkﬂﬂﬁpﬁhkﬂmm
Direktur Utama.




BAB V

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50
Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka :

1. Keputusan Bupati Jepara Nomor : 164 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja,
Tugas Pokok dan Fungsi Perusda Ancka Usaha Kabupaten Jepara.

2. Keputusan Bupati Jepara Nomor : 172 Tahun 2004 Tentang Penctapan Unit-Unit Usaha
Perusda Ancka Usaha Kabupaten Jepara.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 51
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di  Jepara
pada tanggal

TIHIEP

~ HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JEP

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR .3 87

FPENELITIAN U aT

JABATAN PARAF

Sekretans Daerah
Asisran |

| Kepaia Bagian  «
Hasubag A 5
BACGIAN HUK




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA
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BUPATI JEPARA
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